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Pemerataan fasilitas pendidikan penting dilakukan oleh Pemerintah Daerah 
Kabupaten Rembang mengingat amanat dari Undang-Undang Nomor 24 tahun 
2007 tentang standar minimal kebutuhan fasilitas pendidikan. Sebaran fasilitas 
pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Rembang belum 
merata disetiap kecamatan. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik 
Kabupaten Rembang dapat diketahui bahwa fasilitas pendidikan masih 
mengelompok di pusat kota. Tujuan dari penelitian ini adalah (1) mengkaji pola 
sebaran fasilitas pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten 
Rembang, (2) mengkaji Angka Partisipasi Kasar (APK) masyarakat dalam 
memanfaatkan fasilitas pendidikan SMP Negeri di Kabupaten Rembang. Metode 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah sensus yang didukung dengan analisis 
data sekunder. Analisa data menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Pengolahan 
data menggunakan teknologi Sistem Informasi Geografis (SIG). Hasil yang 
diperoleh dari penelitian ini adalah (1) nilai pola sebaran gedung Sekolah 
Menegah Pertama (SMP) mempunyai nilai T=0,867. Nilai T tersebut tersebut 
mendekati angka 1, sehingga bisa dikatakan pola sebaran gedung sekolah SMP di 
daerah penelitian adalah acak (random). Adapun faktor yang mempengaruhi 
sebaran tersebut adalah adanya kebutuhan fasilitas penduduk di daerah pinggiran 
serta adanya peraturan yang mengharuskan pemerintah daerah menyediakan 
fasilitas pendidikan bagi penduduknya secara adil dan seimbang, dan (b) nilai 
Angka Partisipasi Kasar (APK) masyarakat Kabupaten Rembang sejumlah 64,6%. 
Angka Partisipasi Kasar (APK)  tertinggi terdapat di Kecamatan Pancur sebesar 
90,9%, sementara itu nilai Angka Partisipasi Kasar (APK)  terendah terdapat di 
Kecamatan Sedan sebesar 31,8%.  
  




Equitable distribution of education facilities is done by the Regional Government 
of Rembang Regency considering the mandate of Law Number 24 of 2007 
concerning the minimum standard of education facility needs. The distribution of 
Junior High School (SMP) education facilities in Kabupaten Rembang has not 
been evenly distributed in every sub-district. Based on data from the Central 
Bureau of Statistics of Rembang Regency can be seen that educational facilities 
are still clustered in the city center. The objectives of this research are (1) to 
examine the pattern of distribution of Junior High School (SMP) education 
facilities in Rembang Regency, (2) to study the Rural Participation Rate (APK) of 
the community in utilizing SMP Negeri education facilities in Rembang Regency. 
The method used in this research is sensus supported by secondary data analysis. 
Data analysis using qualitative descriptive technique. Data processing using 
Geographic Information System (GIS) technology. The results obtained from this 
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study are (1) the value of the pattern of the distribution of First School buildings 
(SMP) has a value T = 0.867. The value of T is close to 1, so it can be said that 
the pattern of the distribution of junior high school buildings in the research area 
is random. The factors that influence the distribution are the needs of the 
residents' facilities in the periphery areas and the existence of regulations 
requiring the local government to provide educational facilities for its citizens 
fairly and equally, and (b) the Rural Participation Rate (APK) value of the 
Rembang Regency is 64,6%. Sub-district with the highest Rural Participation 
Rate (APK) was in Kecamatan Pancur at 90,9%, while the lowest Rural 
Participation Rate (APK) was in Sedan  sub-district with 31,8%.  
 
Keywords: distribution pattern, educational facilities, APK, SMP, Rembang 
 
1. PENDAHULUAN 
Salah satu kunci dari keberhasilan pembangunan suatu bangsa dapat 
dilihat dari indikator sumberdaya manusianya. Kualitas sumberdaya manusia yang 
unggul tentu akan dapat membantu mempercepat keberhasilan pembangunan serta 
mampu meningkatkan daya saing bangsa. Berbagai macam program pendidikan 
dilakukan pemerintah dalam upaya meningkatkan mutu dan kualitas sumber daya 
manusia dan ini sudah menjadi kewajiban pemerintah seperti yang tertera dalam 
Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003. 
Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003 ayat 1 Pasal 4 tentang sistem 
pendidikan nasional menyatakan bahwa “pendidikan diselenggarakan secara 
demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi 
hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, kemajemukan bangsa”. 
Selanjutnya, ayat 1 pasal 5 menyatakan “Setiap warga negara mempunyai hak 
yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu" kemudian Pasal 7 
menegaskan bahwa: “Orang tua dari anak usia wajib belajar, berkewajiban 
memberikan pendidikan kepada anaknya. Adanya undang-undang ini 
mengharapkan pemerintah dan orang tua wajib berperan terhadap tersedianya 
pendidikan bagi anak, sehingga setiap anak berhak memperoleh pendidikan yang 
layak (Kemenag, 2016). 
Secara umum, keberhasilan program pembangunan pendidikan dapat 
diukur dengan berbagai macam indikator diantaranya adalah: (a) angka partisipasi 
pendidikan, yang mengindikasikan tingkat partisipasi penduduk dalam mengakses 
program pendidikan, yang terdiri dari Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka 
Partisipasi Murni (APM), dan (c) Angka Partisipasi Kasar (APK), 
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mengindikasikan partisipasi penduduk yang sedang mengenyam pendidikan 
sesuai jenjang pendidikannya, dan Rasio murid dan kelas atau sekolah yang 
mengindikasikan seberapa jauh jumlah kelas atau sekolah telah mencukupi 
kebutuhan (Amaliah, 2015) 
Menurut Biro Pusat Statistik (BPS) Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah 
proporsi anak sekolah pada suatu jenjang tertentu terhadap penduduk pada 
kelompok usia tertentu. Hal ini berarti APK yang tinggi menunjukkan tingginya 
tingkat partisipasi sekolah, tanpa memperhatikan ketepatan usia sekolah pada 
jenjang pendidikannya. Jika nilai APK mendekati atau lebih dari 100 persen 
menunjukkan bahwa ada penduduk yang sekolah belum mencukupi umur dan atau 
melebihi umur yang seharusnya. Hal ini juga dapat menunjukkan bahwa wilayah 
tersebut mampu menampung penduduk usia sekolah lebih dari target yang 
sesungguhnya (Amaliah, 2015). 
Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Rembang tahun 
2016 diketahui bahwa jumlah murid yang menenempuh pendidikan sekolah 
menenngah pertama (SMP) atau MTs mencapai 40.583 jiwa dengan jumlah 
sekolah sebanyak 54 sekolah (BPS Kabupaten Rembang, 2016). Secara detail 
mengenai jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Rembang 
beserta sebaran muridnya dapat dilihat pada Tabel 1.  
Tabel 1. Banyaknya Sekolah, dan Murid  SMP di bawah Pengawasan Dinas 
Pendidikan Kabupaten Rembang 
No Kecamatan Jumlah Sekolah Jumlah Murid 
1 Sumber 1 522 
2 Bulu 2 581 
3 Gunem 2 502 
4 Sale 5 1.018 
5 Sarang 3 1.016 
6 Sedan 2 892 
7 Pamotan 4 1.561 
8 Sulang 2 1.275 
9 Kaliori 2 1.248 
10 Rembang 9 4.105 
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No Kecamatan Jumlah Sekolah Jumlah Murid 
11 Pancur 4 902 
12 Kragan 6 2.160 
13 Sluke 4 716 
14 Lasem 7 2.252 
Jumlah 53 18.750 
Sumber: BPS Kabupaten Rembang, 2017 
Berdasarkan Tabel 1 dapat diketahui bahwa terjadi variasi jumlah Sekolah 
dan murid Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Rembang. Variasi 
tersebut dapat dilihat dari jumlah sekolah dan banyaknya murid antara satu 
kecamatan dengan kecamatan yang lain yang berbeda. Jumlah sekolah terbanyak 
terdapat di Kecamatan Rembang dan terendah di Kecamatan Sumber, Bulu, 
Gunem, Sedang, Sulang, dan Kaliori. Jumlah sekolah yang berbeda 
mengindikasikan bahwa tingkat ketersediaan fasilitas yang berbeda, sehingga 
dapat berpengaruh terhadap tingkat pemenuhannya dan kualitasnya. Sementara itu 
jumlah murid yang berbeda dapat berpengaruh terhadap angka partisipasi sekolah 
penduduk di Kabupaten Rembang.  
Permasalahan kesenjangan fasilitas pendidikan sekolah akan berpengaruh 
terhadap kualitas sekolah dan muridnya. Kualitas sebuah sekolah yang bagus 
karena memiliki pengajar yang kompeten, fasilitas lengkap, dan siswa-siswanya 
cerdas akan semakin bagus, sementara itu sekolah yang kualitasnya sedang atau 
kurang bagus akan menjadi bertambah buruk.  
Salah satu langkah yang bisa dilakukan untuk mengkaji pemerataan 
fasilitas pendidikan adalah dengan analisa tetangga terdekat (Nearest-Neighbouhr 
Analysis). Menurut Bintarto dan Surastopo Hadisumarno (1978). Ada tiga macam 
variasi pola persebaran, yaitu: (a) pola persebaran seragam, jika jarak antara suatu 
lokasi dengan lokasi lainnya relatif sama, (b) pola persebaran mengelompok, jika 
jarak antara lokasi satu dengan lokasi yang lainnya bedekatan dan cenderung 
mengelompok pada tempat-tempat tertentu, dan (c) pola persebaran acak, jika 
jarak antara lokasi satu dengan lokasi yang lainnya tidak teratur. 
Agar pemetaan pola sebaran fasilitas pendidikan bisa dilakukan secara 
cepat dan efisien, maka diperlukan sebuah teknologi spasial. Salah satu teknologi 
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spasial yang dapat membantu memonitoring dan memetakan sebaran fasilitas 
pendidikan, angka partisipasi sekolah masyarakat, dan tingkat pemenuhan 
kebutuhan fasilitas pendidikan adalah Sistem Informasi Geografis. Sistem 
Informasi Geografis (SIG) adalah sistem yang berbasiskan komputer yang 
digunakan untuk menyimpan dan memanipulasi informasi-informasi geografis. 
Sistem Informasi Geografis dirancang untuk mengumpulkan, menyimpan, dan 
menganalisis objek-objek dan fenomena geografi. Berkaitan dengan 
keunggulannya tersebut, wajar banyak peneliti memanfaatkan aplikasi SIG dalam 
kegiatan penelitiannya. Berbagai macam aplikasi SIG telah digunakan oleh 
berbagai peneliti diantaranya (Saputra, dkk., 2015) memanfaatkan aplikasi SIG 
untuk menilai kerentanan bahaya longsor akibat gempabumi, dan (Ramlan, dkk., 
2015) menggunakan aplikasi SIG untuk menganalisis perubahan penggunaan 
lahan di DAS Kelara. 
Sistem Informasi Geografis merupakan sistem komputer yang memiliki 
empat kemampuan berikut dalam menangani data yang bereferensi geografi: (a) 
masukan, (b) manajemen data (penyimpanan dan pemanggilan data), (c) analisis 
dan manipulasi data, dan (d) keluaran (Aronoff, 1989 dalam Prahasta, 2001).  
Pemanfaatan SIG dalam penelitian ini adalah digunakan sebagai tool untuk 
menginput data sebaran lokasi sekolah SMP, mengolah data ketersediaan fasilitas 
pendidikan, beserta kebutuhannya pada masing-masing kecamatan di daerah 
penelitian, dan menyajikannya dalam bentuk sebuah peta. Menu yang digunakan 
untuk menginput data lokasi sekolah adalah dengan Add X, Y Data, sementara itu 
menu analisis SIG yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya adalah Query, 
dan Calculate.  
Berbagai penelitian pernah dilakukan peneliti sebelumnya diantaranya 
adalah Agung Kurniawan (2006) dalam penelitian yang berjudul “Analisis 
Distribusi dan Pemanfaatan Sekolah Umum di Kota Surakarta Tahun 2002/2003”. 
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui tingkat ketersediaan Sekolah 
Menengah Umum di Kota Surakarta, mengetahui rasio antara ketersediaan 
Sekolah Menengah Umum dengan kebutuhan, mengetahui tingkat pemanfaatan 
Sekolah Menengah Umum di Kota Surakarta, mengetahui faktor apa yang 
mempengaruhi terjadinya perbedaan jumlah gedung Sekolah Menengah Umum di 
 6 
 
Kota Surakarta. Metode yang digunakan adalah analisis data sekunder dari peta 
tematik dengan simbolisasi kartografis untuk mengevaluasi tema terkait. Hasil 
penelitiannya adalah peta rasio tingkat ketersedian Sekolah Menengah Umum di 
Kota Surakarta, peta pemanfaatan Sekolah Menengah Umum di Kota Surakarta.  
Krisna Margiatno Mawardhono (2006), dengan judul penelitiannya 
“Analisis Sebaran Fasilitas Pendidikan Dasar di Kecamatan Colomadu Kabupaten 
Karanganyar”. Adapun tujuan dari penelitiannya adalah (a) mengetahui pola 
sebaran fasilitas pendidikan dasar di Kecamatan Colomadu Kabupaten 
Karanganyar, (b) mengetahui faktor apakah yang mempengaruhi sebaran fasilitas 
dasar di Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar, (c) mengetahui asal 
murid pada masing-masing sekolah di Kecamatan Colomadu Kabupaten 
Karanganyar. Metode yang digunakan adalah survei dengan didukung dengan 
interpretasi data peta data sekunder. Hasil dari penelitiannya adalah peta pola 
sebaran fasilitas pendidikan dasar di Kecamatan Colomadu Kabupaten 
Karanganyar adalah acak, (b) faktor-faktor yang mempengaruhi sebaran 
pendidikan dasar yaitu aksesbilitas, kecenderungan penduduk dalam 
memenfaatkan fasilitas pendidikan cenderung memilih di luar daerahnya, dalam 
hal ini lebih mempertimbangkan yang dekat dengan pemukiman, faktor kualitas 
sekolah asal murid pada masing-masing sekolah setiap sekolahan didominasi oleh 
kelurahan dari mana sekolah tersebut berada dan kelurahan tetangga terdekatnya 
Tujuan dari penelitian ini adalah (a) menganalisis pola sebaran fasilitas 
pendidikan SMP di Kabupaten Rembang, dan (b) menganalisis pemenuhan 
fasilitas pendidikan SMP di Kabupaten Rembang. 
 
2. METODE 
2.1. Metode Penelitian 
Penelitian ini menggunakan metode sensus yang didukung dengan 
observasi lapangan. Observasi dilapangan dilakukan untuk mengambil langsung 
ke lapangan data lokasi koordinat fasilitas pendidikan (gedung sekolah SMP) 
beserta dokumentasinya di Kabupaten Rembang. Sementara itu data sekunder 
digunakan untuk mendukung survei lapangan yang sumbernya diperoleh dari 
kantor-kantor yang ada hubungannya dengan masalah penelitian seperti data 
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jumlah murid, jumlah sekolah, dan data jumlah penduduk berdasarkan umur. 
Pengolahan data dan analisis data dalam penelitian ini sepenuhnya menggunakan 
Sistem Informasi Geografis (SIG). Secara detail mengenai metode dapat dilihat 
pada diagram alir penelitian yang tertera pada Gambar 1. 
 
2.2. Pemilihan Daerah Penelitian 
Pemilihan daerah penelitian dilakukan secara porposive yaitu pemilihan 
daerah penelitian berdasarkan pertimbangan tertentu (Masri Singarimbun dan 
Sofian Efendy, 1981). Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Rembang, dasar 
pertimbangan daerah tersebut adalah persebaran pendidikan tidak merata, 
persebaran fasilitas pendidikan sekolah tidak merata, kepadatan penduduk yang 
berbeda-beda. Populasi dalam penelitian ini adalah semua sekolah SMP di bawah 
pengawasan Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang 
2.3. Data Penelitian 
Data yang dikumpulkan melalui data primer dan data sekunder yang ada 
hubunagnnya dengan obyek penelitian. Data Primer diperoleh melalui survei 
secara langsung di lapangan. Teknik pengumpulan data loaksi gedung sekolah 
dilakukan dengan plotting langsung menggunakan Global Positioning System 
(GPS) untuk mengetahui koordinat X dan Y lokasi sekolah dengan metode sensus.  
Data sekunder diperoleh dari kantor-kantor yang ada hubungannya dengan 
penelitian. Data kondisi geografis wilayah seperti: letak, luas, batas, iklim, 
geologi, geomorfologi, penggunaan lahan, jumlah penduduk, kepadatan 
penduduk, rasio jenis kelamin, beban ketergantungan (depedency ratio), natalitas, 
mortalitas, migrasi penduduk, dan emigrasi penduduk.  
2.4. Alat dan Bahan Penelitian 
Adapun alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya 
adalah seperangkat komputer, printer, GPS (Global Positioning System), software 
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2.5. Analisis Data  
2.5.1. Analisis sebaran fasilitas pendidikan (gedung sekolah) SMP 
Analisis pola sebaran lokasi sekolah di daerah penelitian dihitung dengan 
menggunakan teknik nearest nighbour statistic. Pengolahan data dilakukan 
dengan menggunakan software Arc GIS 10.1. Adapun rumus umum yang 
digunakan untuk mengetahui sebaran fasilitas pendidikan sekolah menengah atas 
dengan menggunakan analisis tetangga terdekat adalah sebagai berikut: 
 
Dimana: 
T  : Indeks penyebaran tetangga terdekat. 




Jh   : Jarak rata-rata yang diperoleh andaikata semua titik mempunyai pola 
random      
P         : Kepadatan titik dalam tiap Km
2
 yaitu jumplah titik (N) dibagi dengan luas 
wilayah dalam Km
2
 (A), sehingga menjadi     
(Sumber: Bintarto dan Surastopo, 1978) 
2.5.2. Analisis partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan fasilitas 
pendidikan SMP di Kabupaten Rembang 
Partisipasi masyarakat merupakan salah satu indikator keberhasilan 
pembangunan pendidikan suatu daerah. Partisipasi masyarakat dalam 
memanfaatkan fasilitas pendidikan dalam penelitian ini menggunakan pedoman 
dari DIKDASMEN (2014) mengenai Angka Partisipasi Kasar (APK). APK 
adalah perbandingan antara siswa pada jenjang pendidikan tertentu 
dengan penduduk usia sekolah dan dinyatakan dalam persentase. 
Adapun rumus yang digun akan adalah sebagai berikut: 
 
Keterangan: 
APKsmp: angka partisipasi kasar penduduk yang sekolah SMP 
 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1. Letak, Luas, dan Batas 
Kabupaten Rembang terletak di ujung timur laut Propinsi Jawa Tengah 
dan dilalui jalan Pantai Utara Jawa (Jalur Pantura), terletak pada garis koordinat 
111
000′-111030′ Bujur Timur dan 60 30′ – 70 6′ Lintang Selatan. Laut Jawa 
terletak disebelah utaranya, secara umum kondisi tanahnya berdataran rendah 
dengan ketinggian wilayah maksimum kurang lebih 70 meter di atas permukaan 
air laut. Adapun batas- batasnya antara lain: 
a. Sebelah Utara: Laut Jawa 
b. Sebelah Timur: Kabupaten Tuban Propinsi Jawa Timur 
c. Sebelah Selatan: Kabupaten Blora 
d. Sebelah Barat: Kabupaten Pati 
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Kabupaten Rembang terbagi dalam 14 kecamatan yang terdiri dari 287 desa dan 7 
kelurahan, mencakup 959 rukun warga dan 3.390 rukun tetangga. Luas wilayah 
Kabupaten Rembang 101.408 ha atau 1.014,08 km
2
 merupakan wilayah 
Kabupaten yang cukup luas dibandingkan dengan Kabupaten atau kota lainnya di 
Provinsi Jawa Tengah. Sebagian besar (46,39%) wilayah Kabupaten Rembang 
merupakan dataran rendah. yang terletak di bagian utara Kabupaten Rembang, 
sedangkan di bagian selatan relatif lebih tinggi. Wilayah di bagian selatan ini 
mempunyai ketinggian antara 100-500 meter dpl (30,42% dari total wilayah 
Kabupaten Rembang) dan sisanya berada pada ketinggian 0-25 m dan 500-1.000 
m. 
3.2. Fisografi dan Morfologi 
Kawasan karst Rembang berada di Zona Rembang (antiklinorium 
Rembang-Madura). Menurut Van Bemmelen (1949) Zona Rembang di bagian 
Utara dibatasi oleh Laut Jawa Utara ke arah selatan berhubungan dengan Depresi 
Randublatung yang dibatasi oleh Sesar Kujung, ke arah barat berhubungan 
dengan Depresi Semarang-Pati memanjang ke arah timur memasuki wilayah Jawa 
Timur (Tuban, Lamongan, Gresik), melewati Pulau Madura, hingga ke Pulau 
Kangean. Zona Rembang membentang sejajar dengan zona Kendeng, dipisahkan 
oleh zona Randublatung. Zona Rembang merupakan zona patahan antara paparan 
karbonat di utara (Laut Jawa) dengan cekungan yang lebih dalam di selatan (zona 
Kendeng). Litologi penyusunnya campuran antara karbonat laut dangkal dengan 
klastika, serta lempung dan napal laut dalam. Morfologi kawasan Pegunungan 
Rembang secara umum merupakan komplek perbukitan karst yang teletak pada 
struktur perbukitan lipatan. Setelah perlipatan mengalami proses pelarutan, pada 
bagian puncak perbukitan karst di permukaan (eksokarst) ditemukan morfologi 
bukit-bukit kerucut (conical hills), cekungan-cekungan hasil pelarutan (dolina), 
lembah-lembah aliran sungai yang membentuk mulut gua (sinkhole), mata air dan 
telaga karst ditemukan pada bagian bawah. Morfologi bawah permukaan 
(endokarst) kawasan karst tersebut terbentuk morfologi sistem perguan dan sungai 
bawah tanah. Pada bagian Utara dan Selatan batas akhir batuan kapur atau 
batugamping merupakan dataran. 
3.3. Geologi Kabupaten Rembang 
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Stratigrafi kawasan karst di Rembang menurut Pringgoprawiro (1983) 
berada di Formasi Ngrayong, Formasi Paciran, Formasi Wonocolo, Formasi Bulu. 
Formasi Ngrayong merupakan anggota formasi Tawun, terdiri dari batupasir 
kuarsa, batulempung dan batugamping pasiran disusun oleh alga dan cangkang 
binatang laut.  
Formasi Paciran semula oleh Van Bemmelen (1949) disebut sebagai 
Karren Limestone. Secara umum penyusunnya terdiri atas batugamping pejal dan 
dolomitan, dengan permukaan singkapan-singkapannya mengalami erosi 
membentuk apa yang disebut sebagai karren surface. Formasi ini dijumpai hanya 
dibagian utara dari Zona Rembang. Pringgoprawiro (1983) menempatkannya pada 
Kala Pliosen-Awal Pleistosen, yang secara lateral setara dengan Formasi Mundu 
dan Lidah. Namun di beberapa tempat terdapat bukti umur yang menunjukkan 
bahwa Formasi Paciran telah berkembang pada saat pembentukan Formasi Ledok 
dan Wonocolo. Formasi Bulu tersusun oleh batugamping pasiran yang keras, 
berlapis baik, berwarna putih abu-abu, dengan sisipan napal pasiran. Pada 
batugampingnya dijumpai banyak foraminifera yang berukuran sangat besar dari 
spesies Cycloclypeus (Katacycloclypeus) annulatus berasosiasi dengan fragmen 
koral dan alga serta foramnifera kecil.  
3.4. Geomorfologi Kabupaten Rembang 
Secara umum Kabupaten Rembang terdiri dari tiga bentuklahan yakni 
rataan pasang surut, beting gisik dan fluvio-marin. Bentuklahan di wilayah 
kepesisiran Kabupaten Rembang terdiri dari dari tiga bentukan asal proses, yaitu: 
(1) bentukan asal marin; (2) bentukan asal fluvial; dan (3) bentukan asal vulkanik. 
Bentukan asal marin dan fluvial membentang di sepanjang pesisir Kabupaten 
Rembang mulai dari Kecamatan Kaliori di sisi paling barat hingga Kecamatan 
Sarang di sisi paling timur. Bentukan asal vulkanik dijumpai di Kecamatan 
Lasem, Sluke, dan sisi barat Kecamatan Kragan.  
3.5. Kondisi Iklim dan Curah Hujan 
Secara astronomis, posisi Kabupaten Rembang berada pada wilayah iklim 
tropis yang secara umum mempunyai dua musim yaitu musim kemarau dan 
musim penghujan dengan intensitas relatif tinggi. Adapun klasifikasi iklim dalam 
penelitian ini mengacu pada klasifikasi iklim menurut Schmidt dan Fergusson. 
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Konsep klasifikasi iklim menururt Schmidt dan Ferguson yakni menggunakan 
perbandingan rata-rata bulan kering dengan rata-rata bulan basah atau berdasarkan 
nilai Q (Quotien), dimana nilai Q dinyatakan dalam persen (%).Berdasarkan 
klasifikasi pembagian tipe iklim menurut Schmidt dan Fergusson, maka tipe iklim 
di daerah penelitian adalah tipe C, yakni agak basah. 
3.6. Penggunaan Lahan 
Jenis penggunaan lahan di Kabupaten Rembang berdasarkan pada data 
Ststiatik Kabupaten Rembang dalam angka terdiri dari jenis penggunaan lahan, 
yakni penggunana lahan pertanian dan non pertanian.  Luas penggunaan lahan 
pertanian sebesar 81.622 ha dan penggunaan lahan non pertanian sebesar 19.787 
ha. 
3.7. Penduduk 
Struktur penduduk di Kabupaten Rembang meliputi: jumlah penduduk 
berdasarkan jenis kelamin, rasioperbandingan penduduk laki-laki dan perempuan 
(sex ratio), beban ketergantungan penduduk (dependency ratio), kepadatan 
penduduk, dan piramida penduduk. Penduduk Kabupaten Rembang berdasarkan 
proyeksi penduduk tahun 2016 sebanyak 626.136 jiwa yang terdiri atas 312.057 
jiwa penduduk laki-laki dan 314.079 jiwa penduduk perempuan. Pendudukan 
Kabupaten Rembang mengalami pertumbuhan sebesar 0,81 % apabila 
dibandingkan dengan proyeksi penduduk tahun sebelumnya.  
Berdasarkan data jumlah penduduk menurut kelompok umur di Kabupaten 
rembang tahun 2016 dapat menunjukkan adanya angka beban tanggungan sebesar 
43 termasuk kategori rendah, angka ini menunjukkan setiap 100 penduduk usia 
produktif mempunyai beban tanggungan sebesar 43 jiwa usia non produktif. 
Majunya suatu wilayah tergantung dari besar kecilnya nilai rasio angka 
ketergantungan, semakin kecil beban tanggungan berarti semakin maju wilayah 
tersebut karena jumlah penduduk yang bekerja (produktif) proporsinya semakin 
tinggi dari yang tidak bekerja (non produktif) sehingga penduduk di daerah 
tersebut dikatakan mempunyai tingkat perekonomian yang semakin baik.  
3.8. Pemanfaatan SIG untuk Analisa Pola Sebaran Fasilitas Pendidikan 
 Penentuan pola sebaran  di daerah penelitian sepenuhnya dilakukan 
dengan bantuan perangkat Teknologi Sistem Informasi Geografis (SIG). Fungsi 
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analisis SIG utama yang diterapkan untuk keperluan pengolahan data dalam 
penelitian ini meliputi: analisis Average Nearest Neighbor.  
 Sesuai dengan tujuan penelitian, maka analisis SIG dalam penelitian ini 
yang utama ditujukan untuk keperluan analisis pola sebaran fasilitas pendidikan 
SMP yang ada di Kabupaten Rembang. Perangkat lunak yang digunakan untuk 
aplikasi SIG dalam penelitian ini adalah Arc GIS 10.1. Untuk menunjang 
eksplorasi kemanfaatan perangkat lunak ini, maka digunakan beberapa ekstensi 
tambahan diantaranya adalah Register and Transforms, Edit Tool, Graticule and 
Measured Grids, spatial tool, dan spatial statistic tool.  
Teknologi Sistem Informasi Geografis (SIG) dalam penelitian ini 
digunakan untuk melakukan analisis pola sebaran sebaran fasilitas pendidikan 
(gedung sekolah) SMP yang di bawah naungan Dinas Pendidikan Kabupaten 
Rembang. Analisis spasial diawali dengan input data atau perubahan format data 
manual (analog) menjadi data digital. Kemudian memindahkan data hasil plotting 
posisi bangunan gedung atau lokasi SMP di Kabupaten Rembang dari GPS ke 
dalam bentuk exel (xls).  Setelah data posisi (koordinat x, dan y) sekolah didapat 
selanjutnya diolah dan ditampilkan ke software GIS untuk dilakukan proses 
analisis tetangga terdekat. Adapun hasil pengolahan data tersebut dapat dilihat 
pada Gambar 2. 
 
 
Gambar 2. Hasil pengolahan data dengan teknik Average Nearest Neighbor 
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Berdasarkan Gambar 2 dan klasifikasi menurut Bintarto dan Surastopo 
(1979) dapat kita ketahui bahwa pola sebaran fasilitas pendidikan (gedung SMP) 
di Kabupaten Rembang memiliki pola sebaran secara acak (random) dengan nilai 
rata-rata sebesar 0,867. Hal ini mengindikasikan bahwa di Kabupaten Rembang 
terjadi pemerataan pembangunan di bidang penyediaan fasilitas pendidikan 
Sekolah Menengah Pertama (SMP). Pemerataan fasilitas pendidikan yang 
dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Rembang sudah tepat, mengingat amanat 
yang diberikan oleh pemerintah pusat melalui lampiran Permendiknas No. 24 
Tahun 2007, yang pokok isinya terkait standar sarana dan prasarana SMP/MTS 
(Permendiknas 24/2007). 
Sementara itu, menurut SNI 03-1733-1989 menyatakan bahwa dasar 
penyediaan sarana pendidikan adalah untuk melayani setiap unit administrasi 
pemerintahan baik yang informal (RT, RW) maupun yang formal (kelurahan, 
kecamatan), dan bukan didasarkan semata-mata pada jumlah penduduk yang akan 
dilayani oleh sarana tersebut. Dasar penyediaan sarana pendidikan juga 
mempertimbangkan pendekatan desain keruangan unit-unit atau kelompok 
lingkungan yang ada. Hal ini terkait dengan bentukan grup bangunan atau blok 
yang nantinya terbentuk sesuai konteks lingkungannya, sedangkan penempatan 
penyediaan fasilitas ini akan mempertimbangkan jangkauan radius area layanan 
terkait dengan kebutuhan dasar sarana yang harus dipenuhi untuk melayani pada 
area tertentu. Perencanaan sarana pendidikan juga harus didasarkan pada tujuan 
pendidikan yang akan dicapai, di mana sarana pendidikan dan pembelajaran ini 
akan menyediakan ruang belajar harus memungkinkan siswa untuk dapat 
mengembangkan pengetahuan, keterampilan, serta sikap secara optimal (BSN, 
1989).   
Selain adanya peraturan yang mendasari aatau mengharuskan Pemerintah 
Daerah Kabupaten Rembang dalam hal pemerataan fasilitas pendidikannya, faktor 
lain yang berpengaruh terhadap sebaran fasilitas pendidikan ini adalah minat 
masyarakat pada daerah-daerah pinggiran atau daerah penyangga untuk 
meningkatkan kualitas pendidikan anaknya. Fasilitas pendidikan di daerah 
perkotaan tidak bisa mencukupi kebutuhan fasilitas pendidikan semua penduduk, 
sehingga mengharuskan Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang untuk 
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membangun fasilitas pendidikan baru di daerah-daerah penyangga atau pinggiran 
kota. Adapun secara spasial sebaran fasilitas pendidikan Sekolah Menengah 





















Gambar 3. Peta Sebaran Fasilitas Pendidikan SMP di Kabupaten Rembang 
3.9. Angka Partisipasi Kasar Penduduk Sekolah SMP di Kabupaten 
Rembang 
Penghitungan angka partisipasi kasar masyarakat terhadap pendidikan 
SMP di Kabupaten Rembang dihitung berdasarkan perbandingan jumlah siswa 
yang sekolah SMP dan jumlah penduduk di suatu wilayah yang memiliki rentang 
umur siswa SMP yakni 13-15 tahun. Data jumlah siswa dan jumlah penduduk usia 
SMP diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Rembang. Secara detail 
mengenai jumlah siswa SMP dan jumlah penduduk usia SMP di Kabupaten 
Rembang dapat dilihat pada Tabel 2 berikut. 
Tabel 2. Jumlah Siswa SMP dan Jumlah Penduduk Usia SMP di Kabupaten 
Rembang Tahun 2016 
No Kecamatan Jumlah Siswa Jumlah Penduduk 
Usia SMP 
Nilai APK (%) 
1 Sumber 522 1.312 39,8% 
2 Bulu 581 795 73,1% 
3 Gunem 502 559 89,8% 
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No Kecamatan Jumlah Siswa Jumlah Penduduk 
Usia SMP 
Nilai APK (%) 
4 Sale 1.018 1.602 63,5% 
5 Sarang 1.016 2.889 35,1% 
6 Sedan 892 2.803 31,8% 
7 Pamotan 1.561 2.544 61,4% 
8 Sulang 1.275 2.188 58,3% 
9 Kaliori 1.248 1.558 78,6% 
10 Rembang 4.105 4.975 82,5% 
11 Pancur 905 996 90,9% 
12 Kragan 2.160 2.413 89,5% 
13 Sluke 716 1.191 60,1% 
14 Lasem 2.252 3.182 70,8% 
Jumlah 18.750 29.037 64,6% 
Sumber: Pengolahan Data BPS, 2017 
Berdasarkan Tabel 5.3 dapat diketahui bahwa kecamatan dengan nilai 
APK tertinggi terdapat di Kecamatan Pancur sebesar 90,9%, sementara itu nilai 
APK terendah terdapat di Kecamatan Sedan sebanyak 31,8%. Sementara itu nilai 
APK total untuk Kabupaten Rembang sejumlah 64,6%. Adapun alasan yang 
menjadikan Kecamatan Sulang memiliki nilai APK yang tinggi adalah terkait 
hubungan antara jumlah penduduk usia sekolah SMP dengan jumlah murid SMP. 
Seamkin tinggi jumlah murid SMP dan semakin rendah jumlah penduduk usia 
SMP, maka akan menghasilkan nilai APK yang tinggi dan sebaliknya jumlah 
siswa SMP yang kecil dan jumlah penduduk usia SMP yang besar akan membuat 
nilai APK menjadi rendah.  
APK yang tinggi menunjukkan tingginya tingkat partisipasi sekolah, tanpa 
memperhatikan ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikannya. Jika nilai 
APK mendekati atau lebih dari 100 persen menunjukkan bahwa ada penduduk 
yang sekolah belum mencukupi umur dan atau melebihi umur yang seharusnya. 
Hal ini juga dapat menunjukkan bahwa wilayah tersebut mampu menampung 
penduduk usia sekolah lebih dari target yang sesungguhnya. 
4. PENUTUP 
1) Berdasarkan perhitungan dengan teknik Sistem Informasi Geografis nilai 
pola sebaran gedung Sekolah Menegah Pertama (SMP) mempunyai nilai 
T=0,867. Nilai T tersebut tersebut mendekati angka 1, sehingga bisa 
dikatakan pola sebaran gedung sekolah SMP di Kabupaten Rembang 
adalah acak (random). Adapun faktor yang mempengaruhi sebaran 
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tersebut adalah adanya kebutuhan fasilitas penduduk di daerah pinggiran 
serta adanya peraturan yang mengharuskan pemerintah daerah 
menyediakan fasilitas pendidikan bagi penduduknya secara adil dan 
seimbang.  
2) Kecamatan dengan nilai APK tertinggi terdapat di Kecamatan Pancur 
sebesar 90,9%, sementara itu nilai APK terendah terdapat di Kecamatan 
Sedan sebanyak 31,8%. Sementara itu nilai APK total untuk Kabupaten 
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